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BAB I
PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk
membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah
hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang
tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh
karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi
untuk menbangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdhah
yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukan bagi kepentingan seluruh
masyarakat.

Zakat merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat
sehingga dengan adanya zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) kita dapat
mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat lain.

Oleh karena itu kesadaran untuk menunaikan zakat bagi umat Islam harus
ditingkatkan baik dalam menunaikan zakat fitrah yang hanya setahun sekali pada bulan
ramadhan, maupun zakat maal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan
zakat dalam yang telah ditetapkan baik harta, hewan ternak, emas, perak dan

sebagainya.



BAB 11
PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat
Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang
beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir
miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat

merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam.

B. Etimologi
Secara harfiah zakat berarti “tumbuh”, “berkembang”, “menyucikan”, atau
“membersihkan”. Sedangkan secara terminologi syari’ah, zakat merujuk pada
aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu

untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

C. Sejarah zakat

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang
dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalamAl-Qur’an. Pada awalnya,
Al-Qur’an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang
sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan
untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi
Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat
bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.
Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan
bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai
jumlah zakat tersebut.

Pada zaman Khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan
didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah
orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang
terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari’ah, mengatur dengan lebih detail
mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah
dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan

berdasarkan hukum lagi.



D. Hukum zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur

pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib

(fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat

termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur

secara rinci berdasarkan Al-Qur’an dan As Sunnah. Zakat juga merupakan amal

sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan

perkembangan ummat manusia.

E. Jenis zakat

a.

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:
Zakat fitrah
Zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan
Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan
pokok yang ada di daerah bersangkutan.
Zakat maal (harta)
Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak,
harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya

sendiri-sendiri.

F. Yang berhak menerima

Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, yakni:

1.

Fakir — Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu
memenuhi kebutuhan pokok hidup.

Miskin — Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan dasar untuk hidup.

Amil — Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

Mu’allaf — Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan barunya

Hamba Sahaya — yang ingin memerdekakan dirinya

Gharimin — Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak
sanggup untuk memenuhinya

Fisabilillah — Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)
Ibnu sabil — Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
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G. Yang tidak berhak menerima zakat

1.

Orang kaya. Rasulullah bersabda, “Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi
orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.” (HR Bukhari).
Hamba sahaya, karena masih mendapat natkah atau tanggungan dari tuannya.
Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidak halal bagi
kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).” (HR Muslim).

Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.

Orang kafir.

H. Teori Pengelolaan Zakat

1.

Teori dan Pandangan Normatif

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran
Negara hukum yang kini dianut oleh Negara-negara di dunia adalah Negara
Kesejahtraan (Welfare State). Ciri utama dari Negara ini adalah adanya
kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahtraan umum bagi warga
negaranya, dalam kaitannya dengan organisasi Negara, untuk mengatur
organisasi Negara dan susunan pemerintahan maka setiap Negara memerlukan
suatu konstitusi. Konstitusi dalam kenyataannya lengkap mengatur hubungan
antar lembaga Negara, dan dengan warga Negara serta menyatakan diri sebagai
Negara hukum.

Untuk itu, partisipasi rakyat dalam berbagai fungsi kehidupan bernegara
adalah merupakan salah satu sarana untuk mencapai penegakkan hukum ( Rule
Of Law ) tersebut atau lebih dikenal dengan system demokratis. Dengan kata
lain, Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi.

Menurut  H.D.Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt = menyebutkan
prinsip-prinsip Rechtstaat atau Negara hukum, sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya memiliki
kewenangan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang dasar dan
undang-undang lainnya.

2. Hak-hak asasi, terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang
harus dihormati oleh pemerintah

3. Pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada
suatu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar

saling mengawasi dan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
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4. Pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus

dapat diajukan dan dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Pada abad ke-19 muncul konsep Rechtstaat dari Fredrich Julius Stahl.
Menurut Stahl unsur-unsur Negara hukum (Rechtstaat) adalah sebgai berikut :

a. Perlindungan hak asasi manusia;

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
c. Pemisahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Peradilan administrasi dalam Perselisihan.

Pada saat yang sama muncul pula konsep Negara hukum (Rule Of Law) dari A.V.

Dicey yang lahir dalam naungan system Anglosaxon. Menurutnya unsur-unsur

Negara hukum adalah sebagai berikut :

a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law), tidak adanya kekuasaan
sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang
hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law).
Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh
undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Selain itu menurut B. Arif Sidharta menyatakan, Negara hukum adalah Negara

yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar sebagai berikut:

Pertama, pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepribadian umat
manusia (identitas) yang mengimplementasikan asas pengakuan dan perlindungan
martabat dan kebebasan manusia, yang merupakan asas fundamental Negara
hukum. Kebebasan disini mencakup kebebasan individu, kebebasan kelompok,
kebebasan masyarakat etnis, dan kebebasan masyarakat nasional. Kebebasan dan
kemungkinan pelaksanaan faktualnya tidak tanpa batas, melainkan ditentukan dan
dibatasi faktor kesejahtraan, keadaan factual eksternal, pandangan kefilsafatan dan
keagamaan, nilai-nilai serta penetapan asas-asas dan kaidah lainnya.

Kedua, asas kepastian hukum yang mengimplementasikan hal berikut ini,
para warga masyarakat harus bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang
tidak dapat diprediksi dan tindakan sewenang-wenang. dalam arti semua tindakan

pemerintah harus bertumpu kepada aturan yang tertuang di dalam hukum positif.



Ketiga, asas persamaan (similia similibus). Pemerintah dan para pejabatnya
harus memberikan perlakuan sama kepada semua orang, dan undang-undang juga
berlaku sama untuk semua orang.

Keempat, asas demokrasi. Asas ini berkenaan dengan cara pengambilan
keputusan , di mana setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk
mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah.

Kelima, asas pemerintah dan para pejabatnya pengemban fungsi melayani
masyarakat. Asas ini menjabarkan ke dalam seperangkat asas umum pemerintahan
yang layak (algemeene beginselen van behoorlijk bestuur). Syarat fundamental
bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi harus terjamin dan
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, suatu konsepsi yang sangat penting diperhatikan
berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah konsep
tentang kewenangan sangat memegang peranan penting dalam Hukum
Administrasi Negara. Kewenangan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah
Bevoegheid yaitu berkaitan erat dengan wewenang pemerintah dalam mengelola
dan melaksanakan kekuasaan Negara, adapun mengenai ruang lingkup kewenangan
tidak hanya meliputi pengambilan keputusan oleh penguasa tetapi juga menyangkut
kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah. Secara Teoritis kewenangan
dapat diperoleh melalui tiga cara:

a. Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang
kepada organ pemerintahan;

b. Delegasi: pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan
kepada organ pemerintahan yang lain;

c. Mandat: terjadi ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangan dijalankan
oleh organ lain atas namanya.

Menurut Bagir Manan (dalam Ridwan H.R) menjelaskan bahwa wewenang
di dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (Macht). Kekuasaan hanya
mengambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang
sekaligus berarti hak dan kewajiban (Rechten en plichten).

Konsep kewenangan menurut beberapa orang sarjana adalah sebagai berikut

e Philipus M. Hadjon: kewenangan pemerintah dapat beberapa kekuasaan bebas

atau kekuasaan diskresi, yaitu kewenangan untuk memutuskan secara mandiri
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dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar namun tetap
tunduk pada hukum.

e Herbert A. Simons: wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil
keputusan dan berkaitan dengan atasan dan bawahan.

e S.F. Marbun : wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan
hukum public (yuridis) juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan
undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.

e Prajudi Atmosudirjo : wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu
tindakan hukum publik.

e Suatu hal yang penting dijelaskan, bahwa berbagai pemikiran mengenai
kewenangan yang diatur dalam  peraturan  perundang-undangan,
pelaksanaannya sangatlah dipengaruhi oleh faktor pemeran (faktor non-juridik

nirmatif) dalam uraian berikut.

2. Teori Efektivitas Hukum (Sosiologis)

Telah diungkapkan, bahwa pelaksanaan dan pengelolaan zakat tidak
hanya diperankan oleh pemerintah; melainkan ditujukan kepada warga
masyarakat, terutama warga yang memiliki kemampuan harta kekayaan
berkewajiban mengeluarkan zakat (Muzakki), dan warga penerima zakat
(Mustahiq). Berkenaan dengan itu, hukum merupakan suatu sarana yang
bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, keutuhan, ketertiban dan
ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Atau dengan kata lain, keseraian
antara ketertiban (yang bersifat lahiriah) dengan ketentraman yang bersifat
batiniah.

Dengan demikian kehadiran hukum merupakan bagian integral dari
kehidupan masyarakat, sehingga sulit dibayangkan apabila dalam suatu
masyarakat dapat berjalan tertib tanpa adanya hukum yang mengaturnya.
Eksistensi Undang-undang Pengelolaan Zakat sangatlah diperlukan bagi
pengembangan kehidupan umat, terutama bagi Mustahiq yang relatif sangat
lemah.

Indikator kedua, pemahaman hukum, dalam arti sejumlah informasi yang
dimiliki seseorang mengenai isi dari suatu peraturan. Dengan perkataan lain
pemahaman hukum merupakan suatu pengertian atau penguasaan seseorang

terhadap hukum tertentu, baik menyangkut substansi maupun tujuannya.
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Indikator ketiga, sikap hukum artinya seseorang mempunyai
kecendrungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Suatu
sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai
dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat
menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Berdasarkan teori psikologi struktur pembentukan sikap meliputi:

a. Komponen kognitif (komponen konseptual) berkaitan dengan pengetahuan,
pandangan terhadap obyek sikap;

b. Komponen afektif (komponen emosional) yakni berhubungan dengan
perasaan senang atau tidak senang terhadap obyek sikap;

c. Komponen konatif (komponen perilaku) yakni komponen yang berhubungan
dengan sikap tindak terhadap obyek sikap.

Indikator keempat, pola perilaku hukum artinya seseorang berperilaku
sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengenai hal ini Friedman mengemukakan
bahwa :

“Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or
command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act
that ovoked it. Or the legal behavior in the middle, one important type might be
colled evasion. Evasive behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short

of noncompliance or, as the case may be, legal culpability”.

I. Ketentuan zakat perdagangan

Berikut adalah ketentuan terkait tipe zakat ini :

1.

Berjalan 1 tahun ( haul ), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu
dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam
satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 20 Dinar atau senilai
85 gr emas
Kadarnya zakat sebesar 2,5 %
Dapat dibayar dengan uang atau barang
Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua
anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum

dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat
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terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota

serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

J. Beberapa Faedah Zakat
1. Faedah Diniyah (segi agama)

Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam
yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia
dan akhirat.

Merupakan sarana bagi hamba untuk tagarrub (mendekatkan diri) kepada
Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat
beberapa macam ketaatan.

Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda,
sebagaimana firman Allah, yang artinya: “Allah memusnahkan riba dan
menyuburkan sedekah” (QS: Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits yang
muttafaq “alaih Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam” juga menjelaskan bahwa
sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah
berlipat ganda.

Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah

disabdakan Rasulullah Muhammad SAW.

2. Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak)

- Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada
pribadi pembayar zakat.

- Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan
lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

- Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik
berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan
meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan
dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

- Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

3. Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan)



Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup
para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara
di dunia.

Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat
eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah
satunya adalah mujahidin fi sabilillah.

Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol
yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika
melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta
untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan
mereka. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk
mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih
antara si kaya dan si miskin.

Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas
berkahnya akan melimpah.

Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang,
karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih

banyak pihak yang mengambil manfaat.

K. Hikmah Zakat

Hikmah dari zakat antara lain:

1.

o XS AW

Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka
yang miskin.

Pilar amal jama’i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da’i
yang berjuang dan berda’wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk

Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.

Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan

Untuk pengembangan potensi ummat

Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam

Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

Zakat dalam Al Qur’an
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QS (2:43) (“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta
orang-orang yang ruku’”.)

QS (9:35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu
dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu
dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk
dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan
itu.”)

QS (6: 141) (Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama
(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan).

BAB III
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat menurut lughot artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah

syara’: mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah,sebagai

shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Zakat itu ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fithrah. Harta benda

yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu :

Emas,perak dan mata uang

Harta perniagaan

Binatang ternak seperti unta,lembu (kerbau ),kambing dan biri-biri
Buah-buahan dan biji- bijian yang dapat dijadikan makanan pokok
Barang tambang dan barang temuan

Yang berhak menerima zakat :

. Fakir yaitu orang yaang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin

50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari

Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat
menghasilkanlebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi
’Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untukmengumpulkan dan
membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum
Islam

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan
jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan
imannya

Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuan
nya dengan jalan menebus dirinya

Gharimin yaitu orangyang berhutang untuksesuatu kepentingan yanng bukan
maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya

Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama
Allah

Musafir yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan

maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

Hikmah zakat:
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1. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat
kikir dan bakhil

2. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam
suasana persaudaraan

3. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri;sifat
mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam

4. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan
yaitu murah hati,penderma, dan penyayang

5. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki,irihati, dan menghilangkan jurang
pemisah antara si miskin dan si kaya

6. Zakat bersifat sosialistis karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan

nikmat Allah yang diberikan kepada manusia

B. SARAN
Penyusun makalah ini manusia biasa banyak kelemahan dan kekhilafan.
Maka dari itu penyusun menyarankan pada pembaca yang ingin mendalami
masalah zakat, setelah membaca makalah ini membaca sumber lain yang lebih
lengkap. Dan marilah kita realisasikan zakat dalam kehidupan sehari-hari yang

merupakan kewajiban umat muslim dengan penuh rasa ikhlas.

DAFTAR PUSTAKA
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Berkat rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT Berupa kesehatan sehingga
penulis dapat mneyelesaikan makalah yang berjudul “ ZAKAT .

Untuk kedua kalinya syalawat teriring salam tidak lupa kami lantunkan kepada
junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam
kejahiliyahan menuju alam yang terang-benerang dan penuh dengan khasanah ilmu
pengetahuan sebagai mana yang kita rasakan. Amin.

Dalam makalah ini kami selaku penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat
kekurangan disana sini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran
dari pembaca yang berguna mengarahkan kami kearah yang lebih baik dalam penulisan
makalah berikutnya.

Dan apabila terdapat kekeliruan dalam makalah kami yang sederhana ini kami
mohon maaf, karena kami hanyalah manusia. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah
milik ALLAH SWT. Oleh karena itu, apabali terdapat kekeliruan pada makalah ini
kami para penyusun menghaturkan permohonan maaf.

Semoga makalah kami ini bermanfaat untuk pembaca umumnya dan penulis

khususnya.

Parigi, 30 April 2013

Penulis

DAFT!
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